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Peraturan Menteri menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki jumlah peraturan
terbanyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap banyaknya Peraturan Menteri
yang dibentuk, Presiden Jokowi dalam salah satu program kebijakannya menekankan reformasi regulasi di
Indonesia. Pembentukan Peraturan Menteri hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian oleh peraturan
perundang-undangan diatasnya dan selaras dengan visi misi dan kebijakan yang diberikan Presiden. Skripsi
ini akan membahas mengenai dinamika pembentukan Peraturan Menteri pada masa pemerintahan Presiden
Joko Widodo, masih banyak Peraturan Menteri ditetapkan dengan keweangan atribusi dan bukan berasal

dari kewenangan delegasi sehingga terdapat K ebijakan Presiden yang dikeluarkan guna membatasi
kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Melihat pada keberadaan Peraturan Menteri
dalam peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945, serta
pengaturan akan kedudukannya dan kewenangan pembentukannya menurut sistem ketatanegaraan Indonesia
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pehamanan lebih terkait kejelasan posisi Peraturan Menteri sebagaimana seharusnya dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, memberikan rekomendasi penyelesaian atas disharmoni Peraturan Menteri serta
rekomendasi pengaturan idealnya pembentukan Peraturan Menteri menurut peraturan perundang-undangan
agar mengurangi hiper regulasi yang terjadi di Indonesia.

...... Ministerial Regulation is one of the regulations in Indonesia that has the most quantity regulation than
others. Many Ministerial Regulations were formed, President Jokowi’ s policy program required the
regulatory reform, one against the formation is Ministerial Regulation. In principle, Ministerial Regulation is
implementing regulations that only formed based on delegation authority which is can be formed if thereisa
delegation from the above laws and regulationsin line with the vision, mission and policies of President.
Thisthesis will explain about the dynamic of Ministerial Regulation establishment in Joko Widodo' s reign,
there are still many Ministerial Regulations that are made by attribution and not from the authority of the
delegation so there is policy of President to limiting the authority of minister to make Ministerial

Regulation. The research method used is normative juridical, that is research using secondary data. The
existence of Ministerial Regulations in Indonesian laws and regulations before and after anendment UUD
NRI Tahun 1945, position in the hierarchy of Indonesian laws and regulations, the authority to form
according to Indonesian constitutional system, and applicable laws and regulations. Thisresearch is
expected to resolve the unclear position of the Ministerial Regulation, to provide recommendations
resolving the disharmony of the Ministerial Regulations, ideal arrangement for the formation of Ministerial
Regulation according to Indonesian laws and regulations in order to reduce hyper regulations that is
currently happening in Indonesia.
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